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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat penerapan Pajak Hotel kategori rumah kos yang terdaftar pada Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 
penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa faktor 
yang menjadi penghambat penerapan Pajak Hotel kategori rumah kos tersebut antara lain, 
Wajib pajak yang belum terdaftar, pemahaman, kepatuhan, keberatan tarif pajak, dan waktu. 
Faktor utama yang menghambat penerapan Pajak Hotel kategori rumah kos tersebut adalah 
waktu, karena banyak Wajib Pajak yang tidak mempunyai waktu untuk menyetorkan pajaknya 
sendiri setiap satu bulan. 
 
Kata kunci—Faktor Penghambat, Pajak Hotel Kategori Rumah Kos 
 
Abstract 
The purpose of this research is to analyze the inhibiting factors the application of hotel 
tax boarding houses category listed on the local revenue office of Palembang city. The research 
method used is descriptive research method. The data used are primary data and secondary 
data. Method of collection data is using interview and documentation. Analysis used is 
qualitative. The results of this research showed that there are several factors inhibiting the 
application of hotel tax boarding house category such as unregistered taxpayers, 
understanding, compliance, objections tax rates, and time. The main factor that inhibiting the 
application of hotel tax boarding houses category is the time, because many Taxpayers who do 
not have time to pay the tax theirself every month. 
 
Keyword—Inhibitors Factors, Hotel Tax Boarding House Category 
 
1.  PENDAHULUAN 
 
Salah satu pungutan yang dilaksanakan oleh kabupaten dan kota adalah pajak daerah 
dan retribusi daerah. Terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang 
menjadi dasar adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 
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Daerah. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah daerah tidak diperbolehkan 
memungut pajak daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 
Untuk meningkatkan keuangan daerah yang mandiri dan berkeadilan, suatu daerah akan 
selalu dihadapkan pada halangan suatu rancangan perencanaannya. Adanya undang-undang 
otonomi daerah yang diharapkan mampu menaikan kreatifitas dari pemerintahan daerah 
untukmemanfaatkan sumber-sumber yang memiliki potensi untuk menambah pendapatan asli 
daerah tersebut. 
Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin 
diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga 
dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel 
merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Adapun 
ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel menyatakan, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 
gubuk pariwisata, wisma pariwsata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta 
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh kamar). Dengan tarif yang telah 
ditetapkan sebesar 10%. 
 Dalam usaha untuk mendorong otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan 
berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi 
dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah 
memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan 
daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada 
pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat 
merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 
penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan 
potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, 
hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya. 
 Kota Palembang merupakan sebuah kota yang terletak di Pulau Sumatera, kota ini 
menempati posisi kedua sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. Sebagai 
sebuah kota yang menarik banyak wisatawan dan menggerakan bisnis kreatif. Kota Palembang 
juga banyak menarik sebagian masyarakat dari luar untuk datang ke kota ini dengan berbagai 
alasan, baik untuk keperluan mencari pekerjaan, bisnis, belajar atau berwisata. 
 Hal ini tentu membawa permasalahan tersendiri pada tempat tinggal yang diperlukan. 
Banyak pengusaha maupun penduduk asli di Palembang memanfaatkan situasi ini sebagai 
sebuah peluang usaha rumah kos, rumah kontrakan, penginapan atau hotel. Rumah kos di kota 
Palembang umumnya berada di daerah Inderalaya, Bukit Besar, Palembang kota, serta berbagai 
daerah lainnya yang menjadi tempat hunian yang paling diminati untuk warga pendatang yang 
bekerja dan belajar di kota ini. 
 Lahan bisnis kos-kosan ini tidak hanya dilirik oleh penduduk setempat tetapi juga 
menjanjikan bagi para investor yang berasal dari luar Kota Palembang untuk berinvestasi di 
kota ini. Dapat dilihat keuntungannya bagi Pemda setempat bahwa hal ini berpotensi untuk 
meningkatkan pendapatan daerah. Dalam mendukung untuk memanfaatkan potensi yang ada, 
pemerintah Kota Palembang juga telah melihat potensi ini dengan mencantumkan rumah kos 
sebagai salah satu objek pajak daerah yang termasuk di dalam Pajak Hotel.  
 Saat ini bisnis kos-kosan menjamur, tetapi banyak sekali pemilik rumah kos yang 
enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Ini juga berimbas bagi 
pendapatan pemerintah. Terkadang para pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran misalnya 
dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Banyak pihak 
dari DISPENDA yang menangani kos-kosan mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya. 
Hal tersebut dikarenakan pemiliknya susah untuk ditemui. Pihaknya sudah mengirimkan surat 
himbauan kepada pemilik kos guna mematuhi wajib pajak. Langkah tersebut diharapkan bisa 
membuat pemiliknya untuk membuat izin sekaligus membayar pajak. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat pemungutan Pajak Hotel kategori rumah kos yang terdaftar pada Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Definisi Pajak 
 Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai 
definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai 
tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang 
dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut: 
 Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak 
adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang -undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
  [8] Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan 
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
 [7] Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan ) yang terutang olegh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan , dengan tidak mendapatklan prestasi kembali, 
yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. 
 
2.2 Faktor-faktor Penghambat Pemungutan Pajak 
[6]  Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: 
1. Perlawanan Pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain: 
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
c. System kontorl tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
2. Perlawanan Aktif 
 Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan 
kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: 
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang 
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengam cara melanggar undang-undang 
(menggelapkan pajak) 
 [1] Dalam penelitian menyatakan, Faktor-faktor yang membuat pajak rumah kos 
terkendala yakni faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi dan faktor sktruktur 
birokrasi. 
 
2.3 Pengertian Pajak Hotel 
Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1, Pajak Hotel 
adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
4  
 
 mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwsata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh kamar) 
2.4 Rumah Kos 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui: 
a. in-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan 
membayar setiap bulan); memondok; 
b. meng-in-de-kos-kan adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan 
membayar; memondokkan. 
Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik rumah indekos adalah orang 
pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan kepada pihak 
lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam 
jumlah tertentu. 
 
2.5 Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang 
 Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang beralamat di Jalan Merdeka No.21 
Palembang.Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan suatu instansi pemerintahan 
di Kota Palembang yang memiliki tugas dan fungsi untuk memungut pajak daerah. 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini untuk menganalisis Penerapan Pajak Hotel terhadap Rumah Kos yang 
Terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian 
kualitatif deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan faktor penghambat 
pemungutan Pajak Hotel kategori Rumah Kos yang terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Palembang.  
 
3.2  Objek/Subjek Penelitian 
 Subjek penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang 
beralamat di Jl. Merdeka No.21 Palembang. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan 
pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta 
relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Sedangkan objek 
penelitiannya adalah Rumah Kos yang berjumlah kamar lebih dari 10 kamar yang dikenakan 
Pajak Hotel. 
 
3.3  Pemilihan Informan Kunci 
 Ada 3 Informan Kunci dalam penelitian ini yang bersedia untuk dimintai data ataupun 
keterangan melalui wawancara mengenai penelitian ini, yaitu: 
1. Bapak Betha Yudha sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data. Karena diposisi jabatan ini, 
mempunyai tugas dan wewenang dalam pengolahan berbagai data yang ada pada Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang. 
2. Ibu Rita, salah satu pemilik rumah kos yang terdaftar sebagai Wajib Pajak  
3. Ibu Karmila, salah satu pemilik rumah kos yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
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3.4 Jenis Data 
 Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Data primer 
dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapat dari data yang 
telah diolah oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berupa realisasi penerimaan 
Pajak Hotel terhadap rumah kos yang terdaftar di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Palembang. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
 Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu: 
1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab yang dilakukan langsung dengan 
responden, yaitu dari Bapak Betha Yudha, Kepala Seksi Pengolahan Data Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang dan pemilik rumah kos yang terdaftar sebagai Wajib Pajak 
dan yang tidak terdaftar. 
2. Dokumentasi, yaitu pencatatan atas dokumen-dokumen atas data-data rumah kos yang 
terdaftar di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif 
yaitu dengan melakukan pengumpulan data jumlah wajib pajak dari tahun 2010-2013 dan dari 
data tersebut serta dari hasil wawancara dapat dianalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat dalam pemungutan pajak hotel kategori rumah kos, serta mengambil kesimpulan 
dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan faktor  penghambat 
pemungutan Pajak Hotel kategori rumah kos yang terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Berikut data perkembangan peningkatan kuantitas Wajib Pajak Hotel kategori Rumah 
Kos yang terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dari tahun 2010-
2013. 
Tabel 4.1  
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos pada Kantor 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Paembang 
 
Tahun Jumlah Wajib Pajak 
Rumah Kos 
2010 23 
2011 29 
2012 35 
2013 39 
 
Sumber: Seksi Pengolahan Data Kantor DISPENDA Kota Palembang, 2014
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Gambar 4.1 
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos yang Terdaftar di Kantor DISPENDA 
dari tahun 2010-2013 
 Jumlah rumah kos terbanyak adalah pada tahun 2013 yang berjumlah 39, dan jumlahnya 
selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya 
keberadaan tempat pendidikan terutama Universitas dan perkantoran di Kota Palembang. 
Mahasiswa dan pekerja merupakan konsumen rumah kos yang terbesar di wilayah ini. 
Konsumen rumah kos ini kebanyakan berasal dari luar daerah Kota Palembang sehingga tempat 
tinggal sementara seperti rumah kos sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhannya akan 
tempat tinggal selama berada di Kota Palembang. 
 Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel pada Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang dari tahun 2010-2013: 
Tabel 4.2 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang 
 
 
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang,     
2013 
 Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa rata-rata target penerimaan Pajak Hotel sudah 
tercapai setiap tahunnya. Persentase pencapaian target yang tertinggi adalah pada tahun 2013 
dimana targetnya sebesar Rp 272.187.567,6 dan telah terealisasi sebesar Rp 392.766.660 dengan 
persentase 144,3%. Pencapaian target teringgi pada tahun 2013 ini dikarenakan semakin 
berkembangnya keberadaan tempat pendidikan terutama Universitas dan perkantoran di Kota 
Palembang. 
 Sistem pemungutan pajak yang diterapkan atas jenis pajak ini adalah self assessment 
system. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah 
pajak yang terutang, menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah, dan kemudian melaporkannya 
0
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2010 2011 2012 2013
Jumlah 
Jumlah
Tahun Target Realisasi Persentase 
2010 Rp 181.309.200 Rp 208.505.580 115% 
2011 Rp 221.567.170,9 Rp 304.654.860 137,5% 
2012 Rp 241.108.389,3 Rp 215.550.900 89,4% 
2013 Rp 272.187.567,6 Rp 392.766.660 144,3% 
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kepada petugas pajak. Untuk rumah kos yang ada di Kota Palembang sudah terjaring dengan 
baik keberadaannya. Perkembangan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan yang cukup 
baik. Pihak DISPENDA mengarahkan petugas UPTD untuk mendata Wajib Pajak baru, agar 
tidak ada kecurangan yang dilakukan pihak Wajib Pajak. Jika ada Wajib pajak yang belum 
terdaftar, maka pihak DISPENDA memberi Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak tersebut 
bahawa ia seharusnya mendaftar sebagai Wajib Pajak dan berkewajiban membayar pajak. Jika 
Wajib Pajak masih belum menanggapinya, maka pihak DISPENDA akan mrngirim surat lagi 
yaitu berupa Surat Panggilan untuk Wajib Pajak tersebut. 
 Sejak diberlakukannya pemungutan Pajak Hotel atas rumah kos, tidak terdapat peraturan 
yang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan rumah kos. Aturan yang ada hanya berupa 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Tidak adanya 
peraturan atau ketentuan khusus terkait dengan pengertian rumah kos, subjek pajak, wajib pajak, 
dan dasar pengenaan Pajak Hotel atas rumah kos. Hingga saat ini ketentuan tersebut masih 
menyatu dan berbaur dengan ketentuan di dalam peraturan daerah tentang Pajak Hotel tersebut. 
Kondisi ini dapat dapat menimbulkan keraguan dan kerancuan dalam pelaksanaannya. 
 Kontribusi penerimaan pajak rumah kos masih kecil bagi pendapatan DISPENDA tetapi 
terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, serta masih ada di antara beberapa kecamatan 
tersebut rumah kos yang berjumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang tidak terdaftar 
pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 
 Hal ini tentu menghambat pihak DISPENDA dalam menghitung laporan pajak karena 
masih banyak wajib pajak yang menunggak waktu pembayarannya. Jika Wajib Pajak 
menyerahkan kepada orang lain untuk membayarkan pajaknya, banyak kemungkinan yang akan 
terjadi, seperti pembayaran tersebut tidak tersampaikan dan berbedanya jumlah setoran yang 
dibayarkan. Pihak DISPENDA harus memiliki sanksi yang lebih tegas terhadap para Wajib 
Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar, dan bekerja sama dengan pihak bank untuk 
mengadakan pembayaran dengan sistem transfer melalui bank. 
 Adapun faktor-faktor penghambat penerapan Pajak Hotel kategori rumah kos dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Wajib Pajak yang belum terdaftar 
 Pajak Hotel atas rumah kos merupakan suatu jenis pajak yang baru diterapkan di Kota 
Palembang, sehinnga masih ada pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya 
sebagai objek pajak, padahal seharusnya rumah kos miliknya tersebut sudah terdaftar sebagai 
objek pajak, mengingat jumlah kamar kos yang dimilikinya diatas 10 (sepuluh) kamar. Pemilik 
rumah kos yang belum terdaftar, mereka beranggapan bahwa proses pendaftaran pajak itu rumit. 
Sehingga mereka enggan untuk mendaftarkannya. 
 Masih adanya pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya, membuat pihak 
DISPENDA harus mengarahkan petugasnya untuk mendata di lapangan mengenai rumah kos 
yang lebih dari sepuluh kamar yang belum terdaftar. Lokasi rumah kos yang kurang strategis 
cukup menyulitkan petugas untuk mendata rumah kos tersebut. Agar lebih memudahkan 
berbagai pihak, seharusnya DISPENDA mengadakan pendaftaran secara online, dan para 
petugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih ketat terhadap para pemilik rumah kos 
yang belum terdaftar. 
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2. Pemahaman 
 Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam 
memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan 
perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pengusaha rumah 
kos memiliki alasan mengapa ia tidak mendaftarkan usahanya, alasannya antara lain ia takut 
bahwa uang pajak yang ia bayarkan akan dikorupsi oleh petugas pajak serta ia tidak tahu dan 
tidak paham mengenai jenis pajak ini. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya 
terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, 
pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana 
pajak serta kesulitan dalam  menghitung dan melaporkannya. 
 Manfaat pajak yang dapat kita rasakan yaitu dengan pajak, uang yang kita bayarkan 
kepada negara akan digunakan oleh negara untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. 
Seharusnya para Wajib Pajak diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan 
kemana uang pajak akan diguanakan melalui sosialisasi, dan dilakukan pendekatan terhadap 
Wajib Pajak agar para Wajib Pajak lebih merasa dekat dan tidak takut membayar pajak. 
 
3. Kepatuhan 
 Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan 
menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun 
tahunan.Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari 
seluruh wajib pajak terdaftar. Ketidakpatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar tidak 
menyampaikan SPT tepat waktu adalah ketidakpatuhan dengan sengaja hanya melaporkan 
sebagian kegiatan usaha. 
 Didalam ketetapannya, Wajib Pajak rumah kos harus membayar pajak setiap satu bulan, 
dengan tarif sebesar 10% dari penghasilannya. Tetapi dari hasil wawancara banyak Wajib Pajak 
rumah kos yang menunggak untuk pembayarannya dan baru disetorkan langsung dalam 
hitungan satu tahun. Para Wajib Pajak tersebut mempunyai berbagai alasan, seperti mereka 
tidak mempunyai waktu untuk membayarnya setiap dalam hitungan satu bulan. Apa yang 
dilakukan oleh wajib pajak dalam menggelapkan utang pajak dapat dipahami, karena manusia 
diciptakan Tuhan sangat menyukai harta benda dan akan berusaha sekuat tenaga agar harta 
benda yang dimilikinya tidak beralih kepada pihak lain. Oleh karenanya perlu diberikan sanksi 
tegas agar naluri tersebut tidak melanggar kewajiban berbangsa dan bernegara. 
 
4. Keberatan tarif pajak 
 Besaran pajak yang dikenakan dari Subjek Pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah 
nilai bruto persewaan, maka setiap penghasilan yang merupakan nilai yang didapatkan dari 
persewaan dimaksud, wajib dikenakan Pajak Penghasilan yang besarnya 10% (sepuluh persen). 
Penjelasan mengenai Pajak Penghasilan di atas, menunjukan bahwa usaha menyewakan kamar-
kamar kos merupakan salah satu Objek Pajak. 
 Dari hasil wawancara ketentuan besaran tarif tersebut, membuat banyak pengusaha rumah 
kos mengeluh karena merasa keberatan dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 10%. Mereka 
beranggapan bahwa rumah kos tidak bisa disetarakan dengan hotel yang mempunyai fasilitas 
mewah. Mereka mengaku bahwa penghasilan mereka tidak besar untuk usaha rumah kos ini, 
jika membayar pajak sebesar 10%, berapa lagi keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka 
mengharapkan pemerintah daerah dapat mengkaji ulang mengenai besaran tarif tersebut.
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Pajak rumah kos, seharusnya mempunyai peraturan yang berdiri sendiri dan tidak disetarakan 
dengan hotel. Sehingga tarifnya bisa disesuaikan dan para Wajib Pajak bisa lebih menerima 
karena usaha rumah kosnya tersebut tidak disetarakan dengan Pajak Hotel. 
 
5. Waktu 
 Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Tapi, ternyata tidak semudah 
yang dibayangkan.Wajib Pajak rumah kos yang merasa enggan untuk mengantri, mereka 
mengaku bahwa masih banyak pekerjaan lain yang akan dikerjakan, karena tidak mempunyai 
banyak waktu mereka jadi lebih memilih untuk setiap satu tahun baru membayar langsung 
untuk hitungan satu tahun. Ada juga yang menyerahkannya kepada orang lain seperti anaknya, 
dan terkadang tidak tersampaikan. 
 Faktor utama yang menghambat penerapan Pajak Hotel kategori rumah kos tersebut 
adalah waktu, karena banyak Wajib Pajak yang tidak mempunyai waktu untuk menyetorkan 
pajaknya sendiri setiap satu bulan, sehingga banyak Wajib Pajak yang menyetorkan pajaknya 
langsung dalam hitungan satu tahun. Hal tersebut sangat menyulitkan pihak DISPENDA dalam 
menghitung dan menyusun laporan perpajakannya, sehingga menghambat kinerja DISPENDA 
tersebut. 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa faktor-faktor penghambat penerapan Pajak Hotel kategori rumah kos yang 
terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ada 5 faktor. Faktor pertama, 
Wajib Pajak yang belum terdaftar disebabkan karena Wajib Pajak beranggapan bahwa proses 
pendaftaran pajak itu rumit serta sistem kontrol dari petugas DISPENDA yang belum 
terlaksanakan dengan baik. Kedua, pemahaman disebabkan karena system perpajakan yang sulit 
dipahami masyarakat, membuat masyarakat menjadi tidak tahu akan fungsi dan manfaat dari 
pajak, sehingga mereka enggan memenuhinya.  
 Ketiga ialah kepatuhan, dimana Wajib Pajak rumah kos harus membayar pajak setiap satu 
bulan. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak tidak ada waktu jika harus membayar perbulan, 
jadi pembayaran baru dibayarkan dalam hitungan langsung satu tahun. Keempat, keberatan tarif. 
Mereka beranggapan bahwa rumah kos tidak bias disetarakan dengan hotel yang mempunyai 
fasilitas mewah. Wajib Pajak mengaku bahwa penghasilan mereka tidak besar untuk usaha 
rumah kosini, jika membayar pajak sebesar 10%, berapa lagi keuntungan yang akan didapatkan. 
Kelima adalah waktu, untuk melakukan pembayaran dan enggan menunggu giliran antrean saat 
pembayaran. Wajib Pajak lebih memilih untuk menunggak pembayaran dan akan dibayarkan 
jika sudah satu tahun. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, saran-saran yang dapat diberikan 
yaitu:  
1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 
  Penelitian ini diharapkan akan menjadi pandangan bagi pihak DISPENDA agar 
mengkaji ulang peraturan pajak hotel atas rumah kos tersebut, agar dibuatkan peraturan khusus 
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mengenai pajak rumah kos, dan tidak membaurkannya dengan Pajak Hotel, sehingga aturan 
tersebut lebih jelas keberadaannya dan masyarakat bisa lebih paham dan mengetahui 
keberadaan peraturan pajak rumah kos tersebut. 
 Pihak DISPENDA Kota Palembang harus lebih sering melakukan sosialisasi dengan 
masyarakat, baik itu sosialisasi melalui undangan maupun sosialisasi yang dilakukan dari rumah 
kerumah, mengenai peraturan pajak rumah kos dan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Serta 
mengadakan sistem pendaftaraan online, dan bekerjasama dengan pihak bank dalam melakukan 
pembayaran. Agar Wajib Pajak bias lebih mudah dalam melakukan pendaftaran dan 
pembayaran, tanpa harus menunggu lama dan tidak menyita banyak waktu Wajib Pajak. 
2.  Bagi Penelitian Selanjutnya 
 Disarankan agar dapat menambah dan memperluas objek Pajak Hotel seperti Wisma, 
Losmen, Penginapan, dan Mess, serta memeperluas wilayah penelitian yang dianggap memiliki 
potensi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. 
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